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Abstract 
 

This study aimed to analyze the influence of leadership, employment status, and compensation 

on Organizational Citizenship Behaviour (OCB) among PPPK employees within the Pariaman 

City Government. The study employed a quantitative approach with an associative research 

design. The respondents consisted of 250 PPPK employees distributed across various Regional 

Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) in Pariaman City. Data were 

collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the 

assistance of SPSS software. Prior to hypothesis testing, classical assumption tests were 

conducted, including tests of normality, multicollinearity, and heteroscedasticity. The results 

showed that leadership had a positive and significant effect on Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB). Employment status also had a positive and significant effect and was 

identified as the most dominant variable influencing OCB. Meanwhile, compensation did not 

have a significant effect on OCB. Simultaneously, leadership, employment status, and 

compensation significantly influenced Organizational Citizenship Behaviour (OCB). The 

findings indicate that voluntary work behaviour among PPPK employees is more strongly 

influenced by leadership factors and clarity of employment status than by financial factors. 

Therefore, efforts to improve OCB among PPPK employees should focus on strengthening 

leadership quality and managing employment status more effectively. 
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Pendahuluan 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melakukan reformasi besar dalam sistem 

kepegawaian melalui kebijakan penghapusan tenaga honorer dan penataan Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Kebijakan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta 

diperkuat melalui regulasi terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara, yang mendorong penyelesaian status tenaga honorer melalui skema 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini tidak hanya bertujuan 

memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme 

aparatur (Turang, 2021; Tobroni, 2020). 
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Salah satu daerah yang secara aktif mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah 

Pemerintah Kota Pariaman. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait penataan 

tenaga honorer, Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2025 melakukan pengangkatan PPPK 

dalam jumlah besar. Kebijakan ini menjadikan PPPK sebagai komponen utama dalam struktur 

kepegawaian daerah, bukan lagi sebagai pelengkap. Jumlah pegawai PPPK yang diangkat 

mencapai 862 orang, yang terdiri dari berbagai formasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Pegawai PPPK Kota Pariaman Tahun 2025 
 

No Jenis Formasi Gelombang I Gelombang II 

 

Total 

1 Tenaga Teknis 615 124 739 

2 Guru 43 75 118 

3 Pamong Belajar Ahli Muda 5 – 5 

 Jumlah 663 199 862 
Sumber: Diolah dari data BKD Kota Pariaman (2025) 

Pengangkatan PPPK dalam jumlah besar ini menjadi momentum penting dalam transformasi 

birokrasi daerah, khususnya dalam menggantikan tenaga honorer yang selama ini memiliki 

keterbatasan dalam aspek status dan kesejahteraan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan 

terjadi peningkatan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada kualitas kinerja dan 

perilaku kerja pegawai. Dari sisi kesejahteraan, pegawai PPPK juga mengalami peningkatan 

yang signifikan. Kompensasi yang diterima berada pada tingkat yang relatif memadai dan 

bahkan melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat, sebagaimana disajikan 

pada Tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan, pemerintah telah memberikan 

perhatian terhadap aspek kesejahteraan pegawai. 

Tabel 2. Perbandingan Gaji PPPK dan UMP Sumatera Barat 
 

NO Jenjang Pendidikan Golongan Besar Gaji Pokok (Rp) 

1 SD I-III Rp1.900.000 - Rp3.200.000 

2 SMP IV Rp2.200.000 - Rp3.300.000 

3 SMA / D1 V Rp2.511.500 - Rp4.189.900 

4 D2 VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100 

5 D3 VII-VIII Rp2.858.800 - Rp4.744.400 

6 S1 / D4 IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500 

7 S2 (Magister) X Rp3.339.100 - Rp5.484.000 

8 S3 (Doktoral) XI-XVII Rp3.480.300 - Rp7.329.000 

Sumber : Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2024 

Namun demikian, peningkatan status dan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh 

perubahan perilaku kerja pegawai. Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan bahwa 

pegawai bekerja sebatas memenuhi tugas formal dan belum menunjukkan inisiatif atau 

kontribusi di luar peran yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi krusial, terutama dalam konteks 

organisasi publik yang membutuhkan keterlibatan aktif pegawai untuk meningkatkan efektivitas 

pelayanan. Dalam perspektif perilaku organisasi, kondisi tersebut berkaitan dengan 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB), yaitu perilaku sukarela yang melampaui tuntutan 

formal pekerjaan namun berkontribusi terhadap efektivitas organisasi (Aziz et al., 2025). OCB 

mencerminkan tingkat kepedulian, keterlibatan, dan komitmen pegawai terhadap organisasi, 

yang menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Fenomena rendahnya OCB ini juga teridentifikasi pada pegawai PPPK di lingkungan 

Pemerintah Kota Pariaman. Berdasarkan pengamatan awal, perilaku kerja pegawai masih 

cenderung bersifat administratif dan instruktif, dengan tingkat inisiatif serta kontribusi sukarela 

yang belum optimal. Pegawai lebih banyak menunggu arahan dibandingkan menunjukkan 
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perilaku proaktif dalam mendukung kerja tim dan organisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara kebijakan kepegawaian yang telah mengalami perbaikan signifikan dengan 

perilaku kerja yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan status dan 

kompensasi saja belum cukup untuk mendorong terbentuknya perilaku kerja yang positif. 

Beberapa faktor diduga berperan dalam membentuk Organizational Citizenship Behaviour, 

di antaranya kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi. Kepemimpinan berperan 

dalam membentuk motivasi dan keterlibatan pegawai (Aulia et al., 2025; Daulay et al., 2025), 

sementara status kepegawaian memengaruhi persepsi terhadap keamanan kerja dan keterikatan 

organisasi (Rostiawati, 2022; Yudhi, 2022). Di sisi lain, kompensasi yang adil dan proporsional 

juga berkontribusi terhadap pembentukan sikap dan komitmen pegawai (Kadarisman, 2012; 

Widodo et al., 2022). Meskipun penelitian mengenai Organizational Citizenship Behaviour telah 

banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada pegawai tetap atau sector non-

pemerintah. Penelitian yang secara khusus mengkaji pegawai PPPK sebagai hasil dari kebijakan 

penghapusan tenaga honorer, khususnya dalam konteks pemerintah daerah seperti Kota 

Pariaman masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi terhadap 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pada pegawai PPPK di Pemerintah Kota 

Pariaman. 

Kajian Literatur 

Organizational Behavior Theory 

Organizational Behavior Theory merupakan kajian yang mempelajari perilaku individu dan 

kelompok dalam organisasi serta pengaruh struktur dan lingkungan kerja terhadap perilaku 

tersebut (Altman et al., 2013; Hitt, Miller & et al., 2017). Teori ini menekankan bahwa perilaku 

kerja tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan 

interaksi dalam organisasi (Stevens, Loudon & et al., 2026). Persepsi individu terhadap pekerjaan, 

hubungan dengan rekan kerja dan atasan, serta pengalaman kerja sehari-hari membentuk sikap 

dan motivasi yang pada akhirnya memengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi (Butarbutar et 

al., 2021; Wujarso, 2024). 

Dalam perkembangannya, teori ini juga menyoroti pentingnya perilaku ekstra peran sebagai 

bagian dari keberhasilan organisasi. Perilaku tersebut mencakup kontribusi sukarela di luar tugas 

formal, seperti membantu rekan kerja dan menunjukkan kepedulian terhadap organisasi 

(Setyowati & Puspitadewi, 2023; Abidin et al., 2023). Dengan pendekatan multidisiplin, 

Organizational Behavior menjelaskan bahwa perilaku ini dipengaruhi oleh faktor seperti 

kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi (Budiono et al., 2024; Aprinawati et al., 

2024). Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana ketiga faktor 

tersebut memengaruhi Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pada pegawai PPPK di 

Pemerintah Kota Pariaman (Wiyono, 2022; Budiono, 2024). 

Organizational Behavior Theory menjelaskan bahwa perilaku kerja pegawai merupakan 

hasil interaksi antara faktor individu, kelompok, dan sistem organisasi. Dalam konteks penelitian 

ini, kepemimpinan dipandang sebagai faktor yang membentuk pola hubungan kerja dan motivasi 

pegawai, status kepegawaian merepresentasikan kondisi struktural yang memengaruhi rasa aman 

dan keterikatan pegawai terhadap organisasi, sedangkan kompensasi merupakan bentuk 

penghargaan organisasi yang dapat memengaruhi sikap kerja pegawai. Ketiga faktor tersebut 

diyakini berkontribusi terhadap munculnya Organizational Citizenship Behaviour (OCB), yaitu 

perilaku sukarela pegawai yang melampaui tuntutan pekerjaan formal demi mendukung 

efektivitas organisasi. 

Organizational Citizenship Behaviour 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) merupakan perilaku kerja sukarela yang tidak 

tercantum dalam deskripsi pekerjaan formal, namun memberikan kontribusi signifikan terhadap 

efektivitas organisasi (Bismala, 2019). Perilaku ini mencerminkan kesadaran individu untuk 
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berkontribusi di luar kewajiban formal, yang didorong oleh motivasi intrinsik, kepedulian 

terhadap rekan kerja, dan komitmen terhadap organisasi (Ersianti & Wicaksari, 2025). Dengan 

demikian, OCB tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal organisasi, tetapi juga oleh 

dinamika sosial dan persepsi individu dalam lingkungan kerja (Tambe, 2014). Secara konseptual, 

OCB dipahami sebagai perilaku ekstra-peran yang melampaui tuntutan pekerjaan formal dan 

berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi (Organ, 2014; Podsakoff et al., 1990; 

Ndoja & Malekar, 2020). Dalam konteks organisasi publik, khususnya pada pegawai PPPK, 

OCB menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi pegawai di luar tugas administratif, 

termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas organisasi secara keseluruhan 

(Organ, Podsakoff & MacKenzie, 2005). Oleh karena itu, dalam penelitian ini OCB diposisikan 

sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kepemimpinan, status kepegawaian, dan 

kompensasi (Wiyono, 2022; Fawzan et al., 2023). Menurut Organ dkk. yang dikutip dalam 

Silvana & Martin (2025), OCB terdiri dari lima indikator utama, yaitu: 

a) Altruism 

Kesediaan membantu rekan kerja secara sukarela, seperti membantu pekerjaan, 

membimbing pegawai baru, atau memberikan dukungan tanpa diminta. 

b) Courtesy 

Perilaku menjaga hubungan baik dan mencegah konflik, seperti menghormati rekan kerja 

dan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap orang lain.  

c) Conscientiousness 

Tanggung jawab dan kedisiplinan yang melampaui standar formal, seperti bekerja lebih dari 

yang dituntut dan mematuhi aturan tanpa pengawasan. 

d) Sportmanship 

Sikap positif dalam menghadapi kondisi kerja yang kurang ideal tanpa banyak mengeluh 

serta tetap menjaga stabilitas kerja. 

e) Civic Virtue 

Keterlibatan aktif dalam kehidupan organisasi, termasuk memberikan saran, mengikuti 

kegiatan, dan berpartisipasi dalam pengembangan organisasi.  

Kelima indikator tersebut menggambarkan bahwa OCB tidak hanya berkaitan dengan 

kepatuhan terhadap tugas formal, tetapi juga mencakup komitmen sukarela, kepedulian 

interpersonal, dan partisipasi aktif dalam organisasi. Dalam konteks PPPK di Pemerintah Kota 

Pariaman, indikator-indikator ini menjadi dasar untuk menilai bagaimana perilaku ekstra peran 

terbentuk dan berkontribusi terhadap efektivitas organisasi (Silvana & Martin, 2025). 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (Bans, 2021; Fegett et al., 2024). Kepemimpinan 

tidak hanya berkaitan dengan otoritas formal, tetapi juga kemampuan membangun hubungan 

interpersonal, menciptakan kepercayaan, serta memahami kebutuhan dan karakteristik bawahan 

(Nurhalim et al., 2023; Iswahyudi et al., 2023). Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif tidak 

hanya berorientasi pada pencapaian tugas, tetapi juga pada pembentukan lingkungan kerja yang 

kondusif, harmonis, dan produktif. Dalam organisasi publik, kepemimpinan memiliki peran 

yang lebih kompleks karena berkaitan dengan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. 

Pemimpin dituntut mampu mengelola pegawai dengan latar belakang dan status kepegawaian 

yang beragam, termasuk PPPK, serta menciptakan sistem kerja yang adil dan transparan 

(Mudhoffar & Frinaldi, 2024; Hui & Long, 2024). Dalam konteks ini, kepemimpinan menjadi 

faktor penting yang dapat mendorong terbentuknya perilaku positif pegawai, termasuk 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Secara klasik, kepemimpinan terdiri dari dua 

dimensi utama, yaitu orientasi tugas (task behavior) dan orientasi hubungan (relationship 

behavior). Orientasi tugas berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengatur, 

mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan agar tujuan organisasi tercapai secara efisien (Saifudin, 

2020). Sementara itu, orientasi hubungan menekankan pada perhatian terhadap kesejahteraan, 

komunikasi, dan motivasi bawahan (Zulbasri & Anwar, 2025; Nisa & Pujianto, 2023). 
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Keseimbangan kedua dimensi ini menjadi kunci kepemimpinan yang efektif. Pemimpin 

yang mampu mengintegrasikan pencapaian tugas dan hubungan interpersonal cenderung lebih 

berhasil dalam meningkatkan motivasi, kerja sama tim, serta mendorong perilaku ekstra peran 

pegawai (Aulia et al., 2025). Dalam konteks PPPK, keseimbangan ini penting untuk mendorong 

keterlibatan dan kontribusi pegawai di luar tugas formal. Menurut Kartono dalam Palentina et 

al. (2024), indikator kepemimpinan meliputi: 

a) Kemampuan mengambil keputusan (Decision Making)  

b) Kemampuan memotivasi (Motivating)  

c) Kemampuan komunikasi (Communicating)  

d) Kemampuan mengendalikan diri (Self Control)  

e) Tanggung jawab (Responsibility) 

Perkembangan teori kepemimpinan menunjukkan bahwa pemimpin perlu menyesuaikan 

gaya dengan kondisi organisasi dan karakteristik bawahan. Beberapa gaya kepemimpinan yang 

relevan antara lain: 

a) Kepemimpinan Transformasional 

Menekankan inspirasi, motivasi, dan pengembangan bawahan untuk mencapai visi bersama 

(Sari et al., 2020; Kartini, 2017).  

b) Kepemimpinan Transaksional 

Berbasis pada sistem reward dan punishment untuk memastikan pencapaian target dan 

kepatuhan (Ferdi et al., 2024).  

c) Kepemimpinan Melayani (Servant Leadership) 

Berfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan bawahan untuk meningkatkan loyalitas 

dan partisipasi (Sutisna & Noor, 2022).  

d) Kepemimpinan Situasional 

Menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan tingkat kesiapan bawahan (Zahroh 

et al., 2023; Romadhoni et al., 2024).  

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan modern menunjukkan bahwa peran pemimpin 

tidak hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga mendorong keterlibatan, motivasi, dan kontribusi 

positif pegawai. Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan menjadi faktor penting yang dapat 

memengaruhi Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pada pegawai PPPK di Pemerintah 

Kota Pariaman. 
 

Status Kepegawaian 

Kepegawaian merujuk pada sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, 

termasuk hubungan kerja, hak, kewajiban, serta kedudukan pegawai dalam struktur organisasi 

(Kadarisman, 2014; Juliani, 2021). Dalam konteks organisasi publik, kepegawaian memiliki 

dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan 

pelayanan publik, sehingga status pegawai diatur secara formal melalui peraturan perundang-

undangan (Fahrani et al., 2020; Kadarisman, 2019). Dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN), 

kepegawaian terdiri dari dua kategori utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perbedaan status ini tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga berimplikasi pada aspek keamanan kerja, pengembangan karier, dan 

keterikatan terhadap organisasi (Turang, 2021; Yudhi, 2022). Dalam perkembangannya, 

kebijakan kepegawaian juga diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi melalui penerapan 

sistem merit dan peningkatan profesionalisme aparatur (Sutmasa, 2020). Oleh karena itu, status 

kepegawaian menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi sikap, motivasi, dan perilaku 

kerja pegawai, termasuk dalam mendorong Organizational Citizenship Behaviour (OCB). 

 

Dalam birokrasi pemerintahan, status kepegawaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK).  

b) Tenaga Honorer 

Pegawai non-ASN dengan status tidak tetap dan keterbatasan perlindungan kerja 

(Herdiansyah et al., 2023).  
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c) Tenaga Kontrak / Tenaga Lepas 

Bekerja berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan organisasi 

(Anggraini et al., 2024). 

d) Tenaga Harian Lepas (THL) 

Tenaga kerja berbasis harian dengan sistem upah sesuai jumlah hari kerja.  

e) Tenaga Outsourcing 

Pegawai melalui pihak ketiga dengan hubungan kerja tidak langsung dengan instansi 

pemerintah. 

 

Selanjutnya dalam praktik administrasi, sistem kepegawaian terdiri dari: 

a) Patronage System, yakni berbasis hubungan personal (kurang objektif)  

b) Merit System, yakni berbasis kompetensi dan kualifikasi (paling ideal)  

c) Career System, yakni berbasis pengembangan karier jangka panjang (Ramadhan, 2021)  

 

Dalam konteks modern, sistem merit menjadi dasar utama dalam menciptakan aparatur 

yang profesional dan berintegritas. Status kepegawaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga tercermin dalam perilaku kerja pegawai dalam organisasi. Oleh karena itu, diperlukan 

indikator untuk melihat bagaimana perbedaan status kepegawaian memengaruhi sikap dan 

keterlibatan pegawai dalam bekerja. 

 

Menurut Yulianti et al. (2023), indikator status kepegawaian meliputi: 

d) Loyalitas 

Tingkat kesetiaan pegawai terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepastian status kerja  

e) Kerjasama Tim 

Kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelompok kerja  

f) Tanggung Jawab 

Kesadaran dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan kewenangan  
 

Dengan demikian, status kepegawaian tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, 

tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku kerja pegawai. Perbedaan status tersebut diduga 

memengaruhi tingkat keterlibatan dan kontribusi pegawai, termasuk dalam mendorong 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB). 
 

Kompensasi 

Kompensasi merupakan bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada pegawai sebagai 

balas jasa atas kontribusi yang diberikan (Rahman & Husaini, 2022). Kompensasi tidak hanya 

berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan persepsi keadilan 

yang dapat memengaruhi motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai (Faiza & Suhardi, 2022; 

Kadarisman, 2012). Oleh karena itu, sistem kompensasi perlu dirancang secara adil, rasional, 

dan sesuai dengan kontribusi kerja agar mampu mendorong perilaku kerja yang positif. Dalam 

konteks organisasi publik, kompensasi memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari 

upaya meningkatkan profesionalisme aparatur. Pegawai ASN, termasuk PPPK, berhak 

memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian kompensasi 

yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk 

menarik, mempertahankan, dan memotivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi 

(Rostikawati, 2024). Dengan demikian, kompensasi menjadi faktor penting yang dapat 

memengaruhi perilaku kerja, termasuk Organizational Citizenship Behaviour (OCB). 

Kompensasi secara umum terdiri dari dua dimensi utama: 

a) Kompensasi Finansial 

Imbalan dalam bentuk uang yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi pegawai.  

b) Kompensasi Nonfinansial 

Imbalan non-material seperti pengakuan, kenyamanan kerja, dan kepuasan intrinsik.  
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Keseimbangan kedua dimensi ini penting dalam mendorong motivasi dan perilaku kerja 

yang positif. Menurut beberapa ahli (Rahman et al, 2022; Rostikawati, 2024; dan Kadarisman, 

2014), kompensasi dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu: 

a) Upah dan Gaji 

Imbalan utama yang diterima secara rutin sebagai balas jasa atas pekerjaan.  

b) Insentif 

Tambahan kompensasi berbasis kinerja untuk mendorong produktivitas dan pencapaian 

kerja.  

c) Tunjangan 

Fasilitas tambahan yang melengkapi gaji, seperti jaminan sosial dan bentuk perlindungan 

lainnya. 

Dengan demikian, kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai imbalan finansial, tetapi juga 

sebagai instrumen strategis yang dapat memengaruhi motivasi dan perilaku kerja pegawai dalam 

organisasi. 

Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Organizational Citizenship Behaviour (OCB) telah banyak dilakukan 

dengan melibatkan berbagai variabel organisasi. Purwanto et al. (2021) menemukan bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB karena 

mampu meningkatkan kepercayaan dan komitmen pegawai terhadap organisasi. Hasil serupa 

juga ditemukan oleh Moton et al. (2022) dan Yoanita et al. (2023) yang menunjukkan bahwa 

kualitas kepemimpinan berkontribusi terhadap peningkatan perilaku ekstra peran pegawai. Pada 

aspek status kepegawaian, Chiu et al. (2015) menemukan bahwa status kerja berpengaruh 

terhadap OCB melalui peningkatan rasa aman kerja dan persepsi peluang karier. Penelitian Liu 

et al. (2021) juga menunjukkan bahwa persepsi status yang lebih baik mampu meningkatkan 

work vitality yang kemudian berdampak pada peningkatan OCB. Sementara itu, penelitian 

Utomo (2022) dan Muliani dan Perkasa (2023) menemukan bahwa kompensasi berpengaruh 

positif terhadap OCB karena meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Namun 

demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa OCB tidak selalu dipengaruhi oleh 

faktor finansial, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan hubungan 

organisasi.  

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kepemimpinan, status 

kepegawaian, dan kompensasi memiliki hubungan dengan Organizational Citizenship Behaviour 

(OCB). Akan tetapi, penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada 

pegawai PPPK di lingkungan pemerintah daerah pasca kebijakan penataan tenaga honorer 

masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan 

penelitian tersebut. Secara sederhana penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa gaya 

kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi memiliki pengaruh terhadap 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) di Pemerintah Daerah, baik secara parsial maupun simultan. Hubungan antarvariabel 

tersebut menjadi dasar dalam pengujian empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong munculnya OCB dalam konteks birokrasi 
pemerintahan daerah. Kerangka konseptual penelitian ini dapat di visualisasikan dalam gambar 

berikut: 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Peneltian 
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Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB) pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah 

Daerah Kota Pariaman. 

H2: Status kepegawaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB) pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah 

Daerah Kota Pariaman. 

H3: Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB) pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah 

Daerah Kota Pariaman. 

H4: Kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Daerah Kota Pariaman. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi 

terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kota Pariaman. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada 

pengujian hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengukuran numerik dan analisis 

statistik (Sugiyono, 2019). Pengujian pengaruh antarvariabel dilakukan menggunakan analisis 

regresi linear berganda karena penelitian melibatkan lebih dari satu variabel independen terhadap 

satu variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Adapun alur penelitian dan 

tahapan analisis data dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut yang meliputi proses 

pengumpulan data, pengujian instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear 

berganda, pengujian hipotesis, hingga interpretasi hasil penelitian. 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
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Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Pariaman dengan subjek penelitian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

menggunakan instrumen Kuesioner yang diserbar lewat Google form dengan jumlah responden 

sebanyak 250 orang.  

 

Hasil dan Pembahasan 
 
Uji Instrumen Penelitian 

Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur 

variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Pearson Product Moment, dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada 

tingkat signifikansi 5%. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar 

dari r tabel dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan  hasil uji validitas yang 

telah dilakukan delalui software SPSS, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada 

variabel kepemimpinan, status kepegawaian, kompensasi, dan Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ( > 0,124) serta tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item dalam instrumen penelitian 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

 

Uji realibilitas 

 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam 

mengukur variabel yang diteliti. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

koefisien Cronbach’s Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Berikut hasil uji realibilitas pada penelitian ini: 

 

Tabel 4. Hasil Uji Realibilitas 

 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,980. Nilai 

tersebut jauh melebihi batas minimum yang disyaratkan, yaitu 0,60, sehingga menunjukkan 

bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Hal ini 

berarti bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner mampu memberikan hasil yang stabil 

dan konsisten dalam mengukur variabel kepemimpinan, status kepegawaian, kompensasi, serta 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Dengan demikian, instrumen penelitian dapat 

dinyatakan reliabel, sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dan dapat 

dipercaya untuk mendukung analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dengan ketentuan bahwa data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini: 
 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 
 

 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai 

signifikansi sebesar (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak 

berdistribusi normal. Namun demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini tergolong besar 

(n=250), sehingga berdasarkan Central Limit Theorem, distribusi data dapat dianggap 

mendekati normal. Dengan demikian, data penelitian ini tetap layak untuk digunakan dalam 

analisis regresi linear berganda. 

 

Uji  Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi 

antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai 
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas 

apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berikut hasil ujinya: 

 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 
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Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai tolerance untuk variabel 

kepemimpinan sebesar 0,414, status kepegawaian sebesar 0,485, dan kompensasi sebesar 0,667. 

Sementara itu, nilai VIF masing-masing variabel adalah 2,416, 2,061, dan 1,500. Seluruh nilai 

tolerance berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dengan 

demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap 

analisis berikutnya. 

 
Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians 

residual dalam model regresi. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode scatterplot, dengan melihat pola penyebaran titik pada grafik. Berikut hasilnya: 

 

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 Berdasarkan hasil scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi 

homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen, yaitu kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi terhadap variabel 

dependen, yaitu Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
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Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut: 

 
Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+e. 

 

Y=26,843+0,170 +0,835 +0,113 +e 

 

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 26,843 

menunjukkan bahwa apabila variabel kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi 

dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 

sebesar 26,843. Koefisien regresi variabel kepemimpinan (X) sebesar 0,170 menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan satu satuan kepemimpinan akan diikuti dengan peningkatan OCB sebesar 

0,170, dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Selanjutnya, koefisien regresi variabel 

status kepegawaian (X) sebesar 0,835 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh paling 

besar terhadap OCB dibandingkan variabel lainnya, sehingga perubahan pada status 

kepegawaian memberikan kontribusi yang lebih dominan terhadap peningkatan OCB. 

Sementara itu, koefisien regresi variabel kompensasi (X) sebesar 0,113 menunjukkan bahwa 

kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap OCB, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil 
dibandingkan variabel lainnya. 

 

Uji Hipotesis  
  

Uji – t (Partial) 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di dapatkan hasil sebagai jabaran berikut; 
 

H1 (Pengaruh Kepemimpinan terhadap OCB) 

 
 Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji parsial (uji t), variabel kepemimpinan (X₁) 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,170, nilai t hitung sebesar 2,615, dan nilai signifikansi 

sebesar 0,009 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Nilai koefisien positif 

mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas kepemimpinan akan diikuti oleh 

peningkatan OCB sebesar 0,170 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, 

hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif 

mampu mendorong pegawai PPPK untuk menunjukkan perilaku kerja ekstra di luar tugas 

formal. 

 
H2 (Pengaruh Status Kepegawaian terhadap OCB) 

  
 Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel status kepegawaian (X₂) memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,835, nilai t hitung sebesar 7,768, dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa status kepegawaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

OCB. Nilai koefisien yang paling besar di antara variabel lainnya mengindikasikan bahwa status 

kepegawaian merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi OCB. Artinya, 

setiap peningkatan persepsi positif terhadap status kepegawaian akan meningkatkan OCB 

sebesar 0,835 satuan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Temuan ini menegaskan 

bahwa aspek status sebagai PPPK memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kerja 

pegawai. 

 
H3 (Pengaruh Kompensasi terhadap OCB) 

 
 Berdasarkan hasil analisis, variabel kompensasi (X₃) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0,113, nilai t hitung sebesar 1,512, dan nilai signifikansi sebesar 0,132 (> 0,05). Meskipun 

koefisien regresi menunjukkan arah positif, namun karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, 

maka pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa peningkatan 

kompensasi tidak secara nyata diikuti oleh peningkatan OCB. Dengan demikian, hipotesis ketiga 
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(H3) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku OCB tidak semata-mata dipengaruhi 

oleh faktor finansial, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain dalam organisasi. 
Uji – f (Simultan) 

 Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai F hitung dan 

tingkat signifikansi pada tabel ANOVA, dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila 

nilai signifikansi < 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan. Berikut hasilnya:  
 

Tabel 8. Hasil Uji F 

 

H4 (Pengaruh Simultan terhadap OCB) 

 

 Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 78,915 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan, 

status kepegawaian, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) 

diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa OCB tidak terbentuk oleh satu faktor saja, melainkan 

merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor dalam organisasi, meskipun secara parsial tidak 

semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah 

Kota Pariaman. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku kerja ekstra pegawai meningkat 

ketika pimpinan mampu memberikan arahan, dukungan, serta membangun hubungan kerja yang 

baik dengan pegawai. Dalam konteks PPPK yang masih memiliki karakteristik kerja kontraktual, 

kepemimpinan menjadi faktor penting karena mampu membentuk rasa keterlibatan dan 

tanggung jawab pegawai terhadap organisasi. Pemimpin yang efektif dapat mendorong pegawai 

untuk membantu rekan kerja, menjaga kepentingan organisasi, dan bekerja melebihi tuntutan 

formal pekerjaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanto et al. (2021), Moton et 

al. (2022), serta Yoanita et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan, khususnya 

kepemimpinan transformasional, memiliki pengaruh positif terhadap Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB). Temuan ini juga memperkuat pandangan Podsakoff et al. (1990) bahwa 

perilaku kepemimpinan berperan dalam meningkatkan kepercayaan, kepuasan kerja, dan 

perilaku ekstra peran pegawai. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Organizational Behavior 

Theory yang menyatakan bahwa perilaku pegawai dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

organisasi, termasuk perilaku pemimpin. Pemimpin yang mampu memberikan arahan, 

dukungan, komunikasi yang efektif, dan hubungan kerja yang positif akan meningkatkan 

motivasi serta keterlibatan pegawai dalam organisasi. Kondisi tersebut mendorong pegawai 

untuk menunjukkan perilaku sukarela di luar tuntutan pekerjaan formal yang tercermin dalam 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB). 

Status kepegawaian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB serta 

menjadi variabel yang paling dominan dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
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perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK memberikan dampak terhadap 

meningkatnya rasa aman kerja, pengakuan formal, dan keterikatan pegawai terhadap organisasi. 

Kejelasan status kerja membuat pegawai merasa lebih dihargai dan memiliki posisi yang lebih 

pasti dalam organisasi sehingga mendorong munculnya loyalitas serta kesediaan untuk 

memberikan kontribusi lebih melalui perilaku OCB. Dalam konteks ini, status kepegawaian tidak 

hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan dengan aspek psikologis 

pegawai dalam membangun komitmen terhadap organisasi. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Chiu et al. (2015) yang menyatakan bahwa status kerja memiliki hubungan terhadap 

perilaku Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pegawai. Penelitian Liu et al. (2021) juga 

menunjukkan bahwa persepsi status pegawai dapat meningkatkan work vitality yang berdampak 

pada meningkatnya perilaku OCB. Selain itu, Yulianti dan Sukmara (2023) menjelaskan bahwa 

status kepegawaian yang lebih jelas mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan pegawai 

dalam organisasi. Berdasarkan Organizational Behavior Theory, status kepegawaian merupakan 

bagian dari sistem organisasi yang memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam bekerja. 

Kejelasan status kerja memberikan rasa aman, kepastian peran, dan pengakuan organisasi 

kepada pegawai. Kondisi tersebut meningkatkan keterikatan pegawai terhadap organisasi 

sehingga mendorong munculnya perilaku ekstra peran dalam bentuk Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB). 

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, kompensasi tidak terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap OCB. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku kerja ekstra pegawai PPPK 

tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor finansial. Pegawai tetap menunjukkan perilaku 

sukarela dalam membantu organisasi meskipun kompensasi bukan menjadi faktor utama yang 

mendorong perilaku tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa OCB lebih dipengaruhi oleh 

faktor nonmaterial seperti kepemimpinan, komitmen, serta keterikatan pegawai terhadap 

organisasi dibandingkan imbalan finansial. Dengan demikian, peningkatan kompensasi belum 

tentu secara langsung meningkatkan perilaku OCB apabila tidak diikuti penguatan hubungan 

organisasi dan kualitas kepemimpinan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Aulia et al. 

(2024), Muliani dan Perkasa (2023), serta Utomo (2022) yang menemukan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Namun demikian, 

hasil penelitian ini mendukung pandangan Organ et al. (2005) bahwa OCB pada dasarnya 

merupakan perilaku sukarela yang tidak selalu didasarkan pada sistem penghargaan formal 

organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku OCB pada pegawai PPPK tidak semata-

mata dibentuk oleh faktor ekonomi. Dalam perspektif Organizational Behavior Theory, perilaku 

kerja pegawai juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan hubungan organisasi. Oleh 

karena itu, meskipun kompensasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, perilaku 

sukarela yang tercermin dalam OCB lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas hubungan kerja dan 

keterikatan pegawai terhadap organisasi. 

Secara simultan, kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap OCB pegawai PPPK. Temuan ini menunjukkan bahwa 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) terbentuk melalui kombinasi faktor struktural dan 

psikologis dalam organisasi. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor 

kepemimpinan dan status kepegawaian memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan 

kompensasi. Oleh karena itu, peningkatan OCB pegawai PPPK akan lebih efektif apabila 

organisasi memprioritaskan penguatan kualitas kepemimpinan, kejelasan status kerja, serta 

pengelolaan hubungan organisasi yang mampu meningkatkan rasa aman dan keterikatan 

pegawai terhadap organisasi. Secara integratif, temuan penelitian ini dapat dipahami sebagai 

satu kesatuan penjelasan yang saling menguatkan antara peran kepemimpinan, status 

kepegawaian, dan kompensasi dalam membentuk OCB melalui mekanisme psikologis dan 

relasional yang sama, yaitu kualitas hubungan pegawai dengan organisasi. Dalam kerangka ini, 

Social Exchange Theory menjadi landasan utama yang menjelaskan bahwa perilaku OCB 

muncul sebagai respons timbal balik atas perlakuan organisasi yang dirasakan pegawai, baik 

melalui kepemimpinan yang memberi arahan dan dukungan, maupun melalui kejelasan status 

kepegawaian yang memberikan rasa aman dan pengakuan. Kedua faktor tersebut pada dasarnya 

membentuk persepsi keadilan, keterikatan, dan kewajiban moral pegawai untuk memberikan 

kontribusi lebih, sebagaimana juga ditekankan dalam konsep OCB oleh Organ yang 

menempatkan perilaku ini sebagai bentuk sukarela yang lahir dari sikap positif terhadap 
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organisasi, bukan semata-mata dari insentif formal. Dalam konteks ini, kepemimpinan berfungsi 

sebagai penguat utama dalam membangun kualitas pertukaran sosial tersebut, sedangkan status 

kepegawaian memperkuat fondasi psikologis berupa rasa aman dan identitas kerja yang lebih 

stabil, sehingga keduanya saling memperkuat dalam mendorong OCB. Sementara itu, 

kompensasi yang tidak signifikan menunjukkan bahwa aspek pertukaran yang bersifat material 

tidak cukup kuat untuk membentuk perilaku ekstra peran apabila tidak disertai kualitas relasi dan 

pengalaman psikologis yang positif dalam organisasi. Dengan demikian, seluruh variabel dalam 

penelitian ini tidak bekerja secara terpisah, tetapi terintegrasi dalam satu mekanisme hubungan 
organisasi–pegawai yang menentukan kuat atau lemahnya kecenderungan OCB. 

 

Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi yang dapat 

dikemukakan, baik secara teoritis maupun praktis.Lebih lengkapnya dapat dilihat pada jabaran 

berikut: 

a) Implikasi Teoritis 
Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Organizational Citizenship Behaviour (OCB) pada 

pegawai PPPK lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan status kepegawaian 

dibandingkan faktor kompensasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku kerja sukarela 

pegawai tidak hanya terbentuk karena imbalan material, tetapi juga dipengaruhi oleh rasa aman 

kerja, keterikatan terhadap organisasi, serta kualitas hubungan antara pimpinan dan pegawai. 

Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat memperkuat kajian perilaku organisasi dan manajemen 

sumber daya manusia, khususnya dalam memahami pembentukan OCB pada pegawai sektor 

publik dengan status kerja kontraktual seperti PPPK.  

b) Implikasi Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam 

pengelolaan pegawai PPPK. Upaya peningkatan OCB sebaiknya lebih difokuskan pada 

penguatan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan status kepegawaian yang mampu 

memberikan rasa aman serta meningkatkan keterikatan pegawai terhadap organisasi. Pemimpin 

perlu membangun komunikasi yang baik, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif agar pegawai terdorong untuk memberikan kontribusi lebih dalam 

pekerjaan. Selain itu, meskipun kompensasi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap OCB, 

pemberiannya tetap perlu dilakukan secara adil dan proporsional untuk menjaga kepuasan dan 

stabilitas kerja pegawai. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepemimpinan dan status kepegawaian 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 

pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Status kepegawaian menjadi variabel 

yang paling dominan dalam memengaruhi OCB, yang menunjukkan bahwa kejelasan status dan 

rasa aman kerja memiliki peran penting dalam mendorong perilaku kerja sukarela pegawai. 

Sementara itu, kompensasi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap OCB, sehingga 

perilaku kerja ekstra pegawai lebih dipengaruhi oleh faktor non-material dibandingkan faktor 

finansial. Secara simultan, kepemimpinan, status kepegawaian, dan kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Temuan ini menunjukkan 

bahwa OCB terbentuk melalui kombinasi berbagai faktor organisasi, namun penguatan kualitas 

kepemimpinan dan pengelolaan status kepegawaian menjadi aspek yang lebih strategis dalam 

meningkatkan perilaku kerja sukarela pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. 
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